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Bab I 
PENDAHULUAN:  

REFORMA AGRARIA HARUS DITUNTASKAN 
 

 

A. Latar Belakang  

Perjalanan sejarah kebijakan Landreform atau Reforma Agraria (RA)1 

sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal 

dengan UUPA telah mengalami pasang surut kebijakan. Pada awal hadirnya 

UUPA, Sukarno dengan semangat revolusi terus mengemakan Landreform 

untuk segera dijalankan. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, smua 

infrastruktur sebagai prasyarat untuk menjalankan Landreform berhasil 

Sukarno ciptakan. Perangkat hukum tersebut di antaranya UU 21/1961, Perpu 

56/1961, PP 10/61, PP 224/1961, Keputusan Presiden No. 131/1961 tentang 

Panitia Pelaksana Landreform, dan peraturan lainnya. Sukarno juga berhasil 

membentuk Lembaga Pendanaan Landreform dan Pengadilan Landreform. 

Artinya, Sukarno sangat serius menyiapkan pelaksanaan Landreform, dan ia 

meyakini melaksanakan Landreform bagian dari menjalankan cita-cita revolusi 

Indonesia (Salim, Widiatmoko dan Suhattanto 2014, 102). 

Sejak kepanitiaan Landreform berhasil dibentuk pada tahun 1961, proses 

dan kerja-kerja redistribusi telah mulai dilakukan, dan banyak laporan 

menyampaikan bahwa redistribusi tanah pertanian utamanya di Jawa terus 

berjalan menyasar tanah-tanah kelebihan maksimum dan absentee (Penyuluh 

Landreform Maret 1969). Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya, terjadi 

banyak gesekan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akibat dari 

penolakan-penolakan yang dilakukan oleh tuan tanah dan sebagian masyarakat 

muslim yang memiliki banyak tanah. Tak heran muncul beberapa peristiwa dan 

 
1 Dalam  butir penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPA, Landreform disebut juga Agrarian 

Reform atau Reforma Agraria. Dalam kajian ini, penyebutan kata landreform dan Reforma 
Agraria merujuk pada istilah dan konsep yang sama. Penyebutan istilah Reforma Agraria dalam 
perkembangannya kemudian juga digunakan sebagai istilah “landreform yang diperluas” 
sebagaimana dikenalkan oleh Joyo Winoto semasa menjalankan Program Pembaharuan Agraria 
Nasional (PPAN), kemudian dikenal juga dengan istilah landreform plus (aset reform + acces 
reform). 



5 | P a g e  
 

kelompok kiri dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap 

kekisruhan pelaksanaan Landreform (Sulistyo 2000). Landreform akhirnya 

menemui jalan buntu, akibat peristiwa 1965, akan tetapi Sukarno telah 

meletakkan rel yang benar terkait pelaksanaan Landreform, khususnya dalam 

hal menjalankan redistribusi tanah. Capaian Sukarno masih jauh dari apa yang 

seharusnya dilakukan, karena baru sedikit penataan struktur penguasan tanah 

yang berhasil dilakukan. Dan peristiwa 1965 merubah peta jalan Landreform di 

Indonesia karena politik kebijakan Orde Baru menempatkan Landreform 

sebagai sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. 

Pasca peristiwa 1965, arah politik kebijakan Landreform berubah drastis, 

dimana Suharto sebagai penguasa pemerintahan baru menandai Landreform 

sebagai suatu program komunis dan dianggap tidak menguntungkan 

masyarakat Indonesia, serta menciptakan permusuhan (Salim, Dewi & 

Mahardika 2015, 50). Suharto berkesimpulan, Landreform menyebabkan 

masyarakat Indonesia trauma dan saling curiga antara satu pihak dengan pihak 

lain, padahal yang terjadi pada periode Suharto, banyak pihak trauma berbicara 

Landreform karena takut dituduh makar politik (Sodiki 2014, 29). Sekalipun 

pada awal pemerintahan Suharto, Landreform masih berjalan sebagai suatu 

program, namun kemudian fokus Suharto berbeda. Secara perlahan Suharto 

membubarkan kelembagaan agraria yang dibentuk oleh Sukarno, salah satunya 

Kementerian Agraria dilikuidasi, dilebur ke dalam Kementerian Dalam Negeri, 

membubarkan pengadilan Landreform, dan secara bertahap kemudian juga 

membubarkan panitia Landreform dari pusat sampai desa (Bachriadi, Wiradi 

2011, 7). 

Sejak tahun 1969, Suharto mewacanakan Landreform sesuai versinya, 

dimana Suharto menciptakan peluang untuk meredistribusi tanah dengan 

skema lain, yakni mengerjakan proyek transmigrasi. Hal itu diilhami oleh situasi 

dimana Jawa terus mengalami kepadatan penduduk, di sisi lain luar Jawa masih 

memiliki lahan yang cukup luas. Suharto dengan Orde Barunya menganggap 

petani harus memiliki tanah, oleh karena itu bagi mereka yang kesulitan tanah 

di Jawa agar bisa dipindahkan ke luar Jawa, untuk mengembangkan pertanian di 
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sana (Salim, Dewi & Mahardika 2015, 57, Penyuluh Landreform, Februari 1969). 

Selain itu, Suharto juga secara sadar ingin terus mengembangkan Pertanian 

agar mampu swasembada beras, maka dilakukan intensifikasi pertanian, 

termasuk menjalankan proyek Revolusi Hijau hingga berhasil swasembada 

beras pada tahun 1984 (Luthfi 2011, 65). Upaya Suharto berhasil dan mampu 

mempertahankan ide dan gagasannya dengan menafsirkan Landreform sesuai 

yang diinginkan, bahkan persebaran transmigrasi terus dilakukan, Sumatera 

dan Kalimantan menjadi basis utama lokasi tujuan transmigrasi masyarakat 

Jawa. Pada saat yang sama, isu Landreform sama sekali tidak lagi hadir, karena 

kekuasaan Suharto semakin menguat dan itu artinya setiap wacana tentang 

Landreform muncul, maka stigma komunis akan disematkan kepada pihak-

pihak yang mengusung wacana tersebut (Safitri 2018, 106). 

Isu Reforma Agraria kemudian muncul kembali setelah kekuasaan Suharto 

jatuh pada tahun 1998. Jatuhnya Suharto diikuti dengan tindakan masyarakat 

yang melakukan reclaiming atas tanah-tanah yang menurut mereka dulu 

diambil paksa oleh negara untuk pembangunan dan perkebunan (Lucas & 

Warren 2000, 14, Wijanarko & Perdana 2001). Masyarakat menemukan 

momentum sebagai titik balik, berani melawan dan menuntut keadilan atas 

perampasan tanah-tanah pada masa lalu. Kemudian, tahun 2001 desakan 

masyarakat dan petani berhasil menelorkan TAP MPR No. IX 2001 yang intinya 

kembali untuk melihat Reforma Agraria sebagai program yang harus dipulihkan 

dan dijalankan.  

Lima tahun kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Joyo Winoto 

mencoba melembagakan Reforma Agraria sebagai program resmi pemerintah. 

Joyo Winoto hadir dengan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), 

namun Winoto tidak mendapat dukungan kementerian lain untuk menjalankan 

RA, khususnya redistribusi tanah dari kawasan hutan. Kementerian Kehutanan 

tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijadikan obyek Reforma Agraria. Upaya 

Winoto akhirnya lebih banyak melakukan redistribusi tanah dari tanah bekas 

Hak Guna Usaha dan tanah terlantar yang dimenangkan oleh ATR/BPN. 
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Sampai akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, rencana 

untuk melakukan redistribusi tanah dengan program PPPAN tidak banyak 

memberikan dampak, hanya Cilacap yang berhasil dilaksanakan (Setiaji dan 

Saleh, 2014). Joyo Winoto akhirnya lebih banyak fokus pada legalisasi aset 

dengan memanfaatkan konsep Hernado de Soto, aset dan akses. Program 

legalisasi dianggap lebih menjanjikan karena banyaknya lahan masyarakat yang 

disertipikatkan akan mampu menggerakkan ekonomi warga, karena 

kesempatan akses modal telah dimiliki.  

Naiknya Jokowi sebagai presiden memiliki momentum yang kuat terhadap 

arus dan gerakan agraria Indonesia. Petani, NGO, dan masyarakat sipil lainnya 

mendukung gerakan untuk menyelesaikan persoalan agraria yang semakin 

kronis, yakni banyaknya konflik-konflik di daerah. Sejak dilantik tahun 2014, 

Jokowi mencoba memikirkan ulang dan membuat strategi terhadap 

pelaksanaan RA. Hal penting yang masih dilanjutkan warisan Joyo Winoto 

adalah program legalisasi aset. Poin lain yang diagendakan adalah membangun 

kelembagaan RA agar bisa dijalankan sampai ke tingkat daerah. Begitu juga 

tafsir atas RA diperluas, dari skema distribusi hak individu ke distribusi 

hak/izin pemanfaatan, atau dikenal dengan Perhutanan Sosial untuk kawasan 

hutan. Jokowi juga berhasil membangun infrastruktur hukum untuk 

menjalankan semua program yang direncanakan, yakni Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 88 tahun 2017 dan Perpres No. 86 tahun 2018. Kedua perpres ini 

sebagai landasan untuk menjalankan RA di kawasan hutan maupun non hutan. 

Sebelum perpres itu lahir, Jokowi sudah mencanangkan beberapa program 

strategis untuk dijalankan sebagaimana dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejak 

dicanangkan program RA, ada beberapa program yang sudah berjalan sesuai 

rencana, namun masih banyak hal-hal lain yang belum berjalan sesuai yang 

diharapkan, salah satunya RA pelapasan kawasan hutan dan Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagaimana pesan Perpres 

88 tahun 2017.   
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Sejak berkuasa, Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/BPN mengusung beberapa misi program strategis nasional yang 

diharapkan menjawab problem dasar persoalan agraria Indonesia. Lewat 

Kementerian ATR/BPN, RA yang diagendakan Presiden Jokowi menargetkan 9 

Juta Ha lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat dengan beberapa 

skema dan 12,7 juta Ha lahan untuk Perhutanan Sosial. Namun hingga saat ini 

capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan 

redistribusi tanah seluas 4.5 juta Ha. yang berasal dari (0,4 juta Ha bersumber 

dari tanah eks HGU habis dan tanah terlantar dan 4,1 juta Ha berasal dari 

pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari harapan. Sementara Perhutanan 

Sosial sudah berhasil didistribusikan sekitar 2,5 Juta Ha dari target yang 

ditetapkan (Hadi, 2019).  

Data kinerja Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa untuk program 

redistribusi tanah pada tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa 

berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sampai awal tahun 2019 

sudah mencapai ± 411.573 Ha. Sementara untuk legalisasi aset dan tanah 

transmigrasi masih jauh dari target yang diharapkan, capaiannya baru 7,86%.  

Sementara TORA dari kawasan hutan yang ditargetkan seluas 4.5 juta Ha 

sampai awal 2019 belum bisa direalisasikan, baru sampai pada tahap pelepasan, 

belum dilakukan distribusi kepada subjek penerima. Data resmi yang 

dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari tahun 

2015-2019 sudah melepaskan tanah kawasan hutan untuk Objek RA seluas 

1.001.454 Ha, namun lahan itu belum dilakukan verifikasi baik dari 

Kementerian ATR/BPN maupun KLHK (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16).  

Dari studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data spasial, 

lahan tersebut terbagi dalam 3 kategori: pertama yang dianggap layak untuk 

diredistribusikan, kedua lahan-lahan yang sudah dikuasai lama oleh masyarakat 

namun masih dalam kawasan hutan, yakni lahan transmigrasi dan fasum fasos, 

dan ketiga adalah lahan-lahan yang dianggap sulit untuk diredistribusikan 

karena posisi lahan yang sulit diakses oleh masyarakat.   
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Ada beberapa persoalan yang terjadi di lapangan sehingga proses 

redistribusi lahan pelepasan kawasan hutan sulit dilakukan, pertama terkait 

verifikasi lahan yang dilepaskan di mana antarkementerian (ATR/BPN dan 

KLHK) belum menemukan persamaan persepsi, berikutnya adalah terkait 

kondisi eksisting tanah, dan terakhir adalah persoalan subjek penerima yang 

berhak. Kajian ini salah satunya akan menjawab problem dasar dari lambatnya 

pelaksanaan RA di daerah akibat sistem kerja dan tata kelola antarstakholder 

yang belum menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan tiap-tiap persoalan, 

khususnya terkait Tanah Objek RA.  

 

B. Problem dan Objek 

Program strategis Kementerian ATR/BPN yakni Reforma Agraria yang 

dicanangkan Presiden Jokowi dengan target legalisasi dan redistribusi 9 Juta Ha 

akan berakhir di Tahun 2019. Namun hingga saat ini capaian kinerja 

Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 

4.5 juta Ha yang berasal dari (0,4 juta Ha. bersumber dari tanah eks HGU habis 

dan tanah terlantar dan sejumlah 4,1 juta Ha. berasal dari pelepasan kawasan 

hutan) masih jauh dari harapan.  

Kinerja Kementerian ATR/BPN bidang “Penataan Agraria” menunjukkan 

bahwa untuk program RA (redistribusi) tanah masih sangat jauh dari target 

yang ditetapkan, khususnya target redistribusi tanah dari pelepasan kawasan 

hutan. Dalam RPJMN dan Renstra KLHK, pemerintah menetapkan program 

Reforma Agraria dengan tiga skema yang total luasan target 21.7 juta hektar (9 

juta Ha. + 12.7 juta Ha.). Skema pertama legalisasi aset terdiri atas 3.9 juta 

hektar sertipikasi tanah rakyat (pencapaianya sudah 80.2%) dan 0.6 juta hektar 

sertipikasi tanah transmigrasi baik lama maupun baru (pencapaiannya baru 

7.86%). Skema kedua adalah redistribusi tanah 4.5 juta hektar yang terdiri atas 

pelepasan kawasan hutan 4.1 juta hektar dan ex HGU dan tanah telantar 0.4 juta 

hektar. Skema ketiga adalah perhutanan sosial dengan target 12, 7 juta hektar 

dalam bentuk izin pemanfaatan lahan hutan.   



10 | P a g e  
 

Skema legalisasi aset, khususnya legalisasi aset tanah-tanah masyarakat 

progresnya cukup signifikan, sementara tanah transmigrasi masih jauh dari 

target yang diharapkan. Sementara skema kedua, redistribusi yang ditetapkan 

4.5 juta hektar, yang terdiri atas 4.1 juta hektar pelepasan kawasan hutan dan 

0.4 juta hektar dari kawasan non hutan (ex-HGU dan tanah terlantar), jika 

dihitung dari tahun 2015 progresnya cukup signifikan. Dari target tersebut yang 

ditetapkan, Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2015-2018 secara khusus 

menggarap redistribusi tanah kawasan non hutan sudah melebihi yang 

ditetapkan dari target 400.000 hektar. Kementerian ATR/BPN kemudian 

menetapkan target secara mandiri (perubahan target) seluas/sebanyak 652.287 

bidang atau sekitar 411.572.6 Ha. Target tersebut baru berhasil diselesaikan 

dalam empat tahun ini dengan capaian 544.526 bidang atau sekitar 411.573 Ha., 

atau tercapai sekitar 87.72%. Sementara target redistribusi pelepasan kawasan 

hutan 4.1 juta hektar baru sebatas dilepaskan (2017 dan 2018) seluas 

1.001.454 hektar dengan capaian 0%, alias belum sama sekali terdistribusikan 

kepada masyarakat yang berhak (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16). Hal itu 

terjadi karena belum berhasil dilakukan inventarisasi dan verifikasi baik objek 

maupun subjek yang akan menerima lahan tersebut. Dari sisi objek juga belum 

clear, begitu juga subjek calon penerima (Laporan GTRA Sumsel 2019). 

Sementara dari luasan target tersebut, PPTKH juga sudah melakukan 

inventariasi dan verifikasi di lapangan yang sampai akhir tahun 2018 masih 

belum selesai dilakukan proses-proses menuju redistribusi. Artinya, untuk 

objek tanah pelepsan kawasan hutan masih belum clear serta butuh perhatian 

akstra untuk melakukan percepatan redistribusinya.  

Skema terakhir adalah Perhutanan Sosial, dari target 12.7 juta hektar 

sampai Juni 2018 telah terdistribusi kepada masyarakat sekitar 1,272,540.83 

hektar (Nurbaya (ed.) 2018, 85). Sementara dalam situs resmi KLHK, update 

realisasi PS sampai dengan 31 Januari 2019, KLHK telah berhasil 

meredistribusikan atau memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat 

dengan 6 skema PS (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 

Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan 
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Hutan Adat) telah mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 

601.892 KK di seluruh Indonesia" (Hadi 2019). 

Pelaksanaan Reforma Agraria yang bersumber dari pelepasan kawasan 

hutan sebagai sumber TORA masih sangat problematis. Pada bulan April 2017, 

Menteri KLHK mengeluarkan SK No. 180/MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 yang 

melepaskan kawasan hutan seluas 796.949 Ha dari total luas target TORA 

±4.853.549 juta hektar. Pada bulan Mei 2018, kembali KLHK merevisi SK 180 

dengan mengeluarkan SK No. 3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 yang 

melepaskan kawasan hutan seluas 204.505 hektar dengan total luas ±4.949.737 

hektar. Jadi total yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan seluas 1.001.454 

hektar, namun praktiknya di lapangan masih banyak problem yang tidak mudah 

diselesaikan.  

Atas data pelepasan kawasan hutan di atas, studi yang dilakukan Tim 

Landreform ATR/BPN melalui data spasial, lahan tersebut terbagi dalam 3 

kategori: pertama yang dianggap layak untuk diredistribusikan, kedua lahan-

lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat namun masih dalam kawasan 

hutan, yakni lahan transmigrasi, pemukiman, fasum fasos, dan ketiga adalah 

lahan-lahan yang dianggap sulit untuk diredistribusikan karena posisi lahan 

yang sulit diakses oleh masyarakat. Atas data tersebut, ATR/BPN dan KLHK 

bsersepakat bahwa pemukiman, fasum fasos, dan lahan penghidupan 

masyarakat akan di Inver dengan skema PPTKH, sementara sisanya akan dicek 

bersama-sama di lapangan untuk diverifikasi, dan tentu saja KLHK sudah 

menyiapkan Tim Terpadu (Timdu) untuk melepaskan kawasan hutan melalui 

kajian-kajian di lapangan. 

Hasil sementara kajian, pengamatan, dan inventarisasi masalah terkait 

problem pelaksanaan RA di lapangan dan Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) berdasar SK 180/2017, beberapa hal yang masih menjadi kendala 

belum berhasilnya program RA melalui redistribusi tanah diantaranya adalah: 

1. Hubungan kerja antara ATR/BPN-KLHK termasuk GTRA belum efektif 

dalam menjalankan koordinasi. Di lapangan masih banyak hambatan yang 
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menjadi kendala termasuk persoaaln SDM dan dukungan kerja inventarisasi 

dan verfikasi yang belum memiliki model, sehingga terjadi pelambatan; 

2. Tidak ada Tim yang dibentuk di tiap wilayah lokasi TORA untuk melakukan 

verifikasi lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan, sehingga tidak 

memiliki peta dan target yang jelas di tiap-tiap daerah. Ketiadaan Tim dan 

koordinasi yang baik menyebabkan masing-masing lembaga sering didapati 

di lapangan saling menyalahkan antara ATR/BPN-KLHK;  

3. Terbatasnya ketersediaan fresh land sebagai TORA. Selama ini tanah yang 

dapat diredistribusikan ke petani adalah tanah yang sebelumnya sudah 

diusahakan, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk 

tanah yang sifatnya fresh land yang dilepaskan KLHK, khususnya data 

terkait kondisi fisik dan data masyarakat calon penerima belum dilakukan 

verifikasi oleh kedua kementerian. Tim ATR/BPN tidak bisa melakukan 

verifikasi sendiri, harus dengan KLHK untuk memastikan lahannya;  

4. Belum terpetakannya secara spasial terkait di mana lokasi TORA secara 

jelas baik dari segi hukum maupun dari letak tanda batas. Artinya, tanah-

tanah yang dilepaskan oleh KLHK belum siap untuk ditindaklanjuti oleh 

ATR/BPN, karena hasil kajian menunjukkan lahan tersebut masih 

simpangsiur titik kordinatnya; 

5. Belum terpetakan kondisi fisik TORA di lapangan. Apakah TORA tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk diredistribusikan kepada masyarakat atau tidak. 

Hal ini terkait bagaimana aksesibilitas menuju TORA dan bagaimana 

kondisi morfologi/geografis TORA; 

6. Minimnya kajian terkait tanah yang sudah dilepaskan oleh KLHK. Sejauh ini 

belum ada penelitian atau verifikasi tindak lanjut terkait kondisi eksisting, 

kondisi geografis, dan kemampuan tanah untuk digunakan sebagai lahan 

pertanian maupun penghidupan lainnya belum dilakukan di lapangan. 

Realitas itu menyebabkan kebijakan redistribusi tanah belum clear; 

7. Terhadap tanah yang berkriteria layak atau siap untuk diredistribusikan, 

sudah dilakukan beberapa pemetaan, namun ATR/BPN sendiri belum 

melakukan kajian secara detil dan memadai untuk segera diredistribusikan 
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kepada masyarakat dan pihak-pihak yang harus menerima redistribusi 

(subjek penerima). Sejauh ini, baru Kabupaten Sigi yang siap 

meredistribusikan lahan kepada masyarakat, karena Sigi mendapat 

dukungan Pemerintah Daerah secara memadai. Namun demikian di Sigi 

masih terdapat beberapa hal yang belum bisa diselesaikan karena 

persoalan administrasi di level daerah; 

8. Terkait alokasi 20% pelepasan kawasan yang bersumber dari pelapasan 

kawasan hutan untuk HGU, fakta di lapangan mengalami persoalan karena 

bukti hitam di atas putih tidak didapatkan, termasuk peta dan perusahaan 

pemegang haknya belum cukup jelas. 

Dari berbagai permasalahan di atas, persoalan terkait bagaimana kondisi 

eksisting tanah, persoalan siapa yang berhak menerima tanah, dan bagaimana 

kelanjutan Program RA dapat berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pendapatan masyarakat melalui skema pemberdayaan, membutuhkan kajian 

yang komprehensif agar bias dipahami secara holistik problem dasarnya.  

Menghadapi persoalan dan berbagai kendala dalam pelaksanaan Reforma 

Agraria, kajian ini akan memetakan kondisi Reforma Agraria yang ada di 

Indonesia untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi RA dibangun dan 

bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan era Pemerintahan Joko 

Widodo–Yusuf Kalla. Persoalan PPTKH cukup menarik mendapat perhatian 

karena belum cukup clear dikalangan ATR/BPN dan KLHK dalam memahami 

serta penyamaan visinya. Untuk itu kajian ini ingin melihat seberapa jauh 

PPTKH dan objek TORA yang ditetapkan oleh ATR/BPN-KLHK terhadap lahan 

seluas 4.1 juta hektar.  

Secara umum ringkasan problem di atas tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia yang memiliki objek TORA. Pertanyaan besar selalu muncul, apakah 

problemnya pada kelembagaan yang tidak efektif atau tata kelola SDM dan 

mekanisme kerja yang belum berhasil disinergikan untuk mempercepat 

pelaksanaan RA. Lebih jauh kajian ini akan melakukan pemetaan terhadap 

persoalan RA yang muncul di lapangan dan mendeskripsikan bagaimana 

konstruksi RA dibangun dan bagaimana kebijakan-kebijakan RA ditetapkan 
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pada era Pemerintahan Jokwi-JK. Selain melakukan kajian secara makro 

terhadap konstruksi RA di Indonesia, buku ini juga melakukan kajian terhadap 

progress RA yang dilakukan di daerah terkait pembentukan GTRA dan 

terobosan-terobosan yang dilakukan di daerah terkait Reforma Agraria, 

khususnya Sumatera Selatan sebagai basis kajiannya. 

Kajian ini berangkat dari pertanyaan kunci: apakah persoalan sebenarnya 

yang menjadi isu aktual atas lambatnya redistribusi lahan dari pelepasan 

kawasan hutan, apakah persoalan kelembagaan, objek, subjek, SDM, atau 

persoalan utamanya ada pada koordinasi antarsektor. Pertanyaan kunci itu 

kemudian melahirkan banyak pertanyaan ikutan yang harus dijawab, termasuk 

bagaimana kondisi fisik TORA yang dilepaskan dari kawasan hutan (aspek 

morfologi/geografis, tanda batas) dan kondisi eksisting TORA, dan bagaimana 

sebenarnya grand design dari lembaga untuk menyelesaikan program Reforma 

Agraria. 

 

C. Goal dan Manfaatan Kajian 

Sedikitnya ada tiga skema yang menjadi upaya dalam kajian ini sebagai 

obsesi akademis. Pertama, menjelaskan secara makro dan komprehensif 

persoalan RA yang dianggap lambat dalam pelaksanaannya; kedua, memetakan 

kondisi eksisting terhadap Tanah Obyek RA pelepasan kawasan hutan dengan 

mengambil salah satu sampel TORA di Sumatera Selatan; ketiga, merumuskan 

strategi percepatan penyelesaian persoalan redistribusi TORA kawasan hutan 

dan skema redistribusi tanah obyek RA. 

Dengan goal di atas, harapannya kajian ini akan memberikan manfaat 

untuk mendorong percepatan identifikasi terkait Tanah Obyek Reforma Agraria 

dan mendorong percepatan redistribusinya kepada masyarakat/petani yang 

membutuhkan. Kajian terhadap stakeholder terkait program RA juga 

memberikan pemetaan siapa saja yang hendaknya berperan dalam program RA 

secara komprehensif baik untuk asset reform maupun akses reformnya. 

Sehingga harapan ke depan terhadap tanah yang diredistribusikan dapat 
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dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat karena unsur empowerment 

masyarakat dapat diikutsertakan dalam program RA tersebut. 

 

D. Literature Review 
1. Konteks Kajian 

Studi Reforma Agraria yang menjadi agenda prioritas nasional oleh 

Pemerintah Jokowi-JK sejak 2014 hingga sekarang belum banyak muncul ke 

permukaan, bahkan kajian yang spesifik menjelaskan persoalan RA kawasan 

hutan yang komprehensif belum berhasil penulis temukan, namun kajian terkait 

Perhutanan Sosial yang juga masuk dalam skema RA Jokowi-JK cukup banyak. 

Khusus untuk topik PPTKH bahkan paling sulit ditemukan. Hal ini terjadi karena 

isu PPTKH masih relatif baru, walaupun sedikit mengagetkan karena isu RA 

begitu gencar disuarakan, namun justru minim kajian. Menjadi pertanyaan 

serius, apakah persoalan intensi publik dan akademisi lebih fokus pada isu RA 

sebagai wacana, atau problemnya adalah akses data dari Kementerian ATR/BPN 

dan KLHK yang sulit didapatkan. Padahal seharusnya, RA kawasan hutan 

memiliki daya tarik sendiri karena target yang cukup besar dibanding isu 

redistribusi kawasan non hutan. Di luar itu, bagaimana RA dikelola 

(manajemen) dan bagaimana seharusnya dilaksanakan, serta apa tantangan dan 

kendalanya juga belum mendapatkan perhatian serius oleh para peneliti.    

Studi literatur yang penulis lakukan (Machi & McEvoy 2016) dan yang 

berhasil ditelusuri mengkonfirmasi bahwa banyak kajian yang dilakukan para 

peneliti terfokus pada redistribusi lahan, pasca redistribusi, menejemen 

pengelolaan redis, dan dampak redis (Holis 2012, Novprastya, dkk., 2014, Bakri 

2016, Elfirawati 2016, Aida 2017, dan Isnaeni 2018), namun kajian tersebut 

belum ada yang memetakan persoalan RA periode Jokowi-JK. Mayoritas kajian 

terfokus pada rencana agenda besar RA namun tidak mengurai bagaimana RA 

bisa dilakanakan dan bagaimana RA seharusnya dijalankan serta tantangan 

yang dihadapi. Pertanyaan besar mengapa RA begitu lambat dan mengapa RA 

sulit dikerjakan tidak mendapat perhatian peneliti, padahal di situlah letak RA 
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dituntut banyak pihak untuk dijalankan sekaligus dipertanyakan mengapa 

“gagal” atau sulit dilaksanakan.  

Kajian Sirait secara konseptual sangat memadai, bahkan memiliki 

argumentasi yang kuat ketika memaparkan problem RA dalam konteks 

redistribusi di kawasan non hutan. Ketika RA berbasis individual hak atas tanah 

mengalami banyak masalah, ia mencoba melihat skema PS sebagai 

perbandingan yang bisa membantu untuk mendorong percepatan 

redistribusinya, sekalipun skemanya hanya izin pemanfaatan (Sirait 2017). 

Studi ini menunjukkan secara sahih bagaimana pengalaman RA (redis) yang 

bersumber dari tanah hutan yang dilepaskan baik di Garut, Jawa Barat maupun 

di Pesisir Selatan, Lampung. 

Studi Rachman (2017) cukup komprehensif yang membahas sampai pada 

periode Joyo Winoto serta mengulas perjalanan kebijakan dari satu periode ke 

periode berikutnya. Kajian ini cukup otoritatif untuk melihat perjalanan sejarah 

kebijakan RA dengan segala problem dan tantangannya, termasuk ulasan secara 

konseptual kawasan hutan dan non hutan, dan mengapa SBY meninggalkan RA 

setelah kehutanan undur diri dari keterlibatan program RA Joyo Winoto 

(Rachman 2017). Namun pelaksanaan RA periode Jokowi belum sempat 

dibahas, khususnya ketika RA masuk dalam agenda kebijakan prioritas 

pemerintah, walaupun buku Rachman terbit tahun 2017. Kajian RA secara 

konseptual dan historis dibahas oleh Arisaputra (2015) dengan perspektif 

hukum dan perundang undangan, akan tetapi kajian ini melihat lebih jauh 

pengalaman RA dalam perspektif sejarah dan pembangunan untuk mewujudkan 

kesejahteraan. Ulasan Arisaputra lebih fokus pada skema RA dengan 

pendekatan hukum dan kebijakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, 

tidak fokus pada praktik kebijakan. Skema-skema yang dihadirkan melihat 

model dan peluang RA menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Arisaputra 

148-156). Luthfi (2018) membuat sedikit lebih terang dalam studi RA terkait 

problem kelembagaan, dimana fokus kajiannya membantu melihat postur 

lembaga sekaligus problemnya dan tantangan RA periode Jokowi-JK. Studi 

kelembagaan RA periode Jokowi-JK sesuatu yang belum banyak dilakukan 
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peneliti, dan kajian Luthfi mendudukkan skema RA periode Jokowi dan 

penjelasan kelembagaannya, begitu juga dengan objek TORA-nya, namun hal 

yang tidak dibahas dalam kajian ini adalah problematik objek TORA kawasan 

hutan, termasuk persoalan dan problem inver di daerah, manajemen, dan 

problem koordinasi antarkelembagaan. 

Salim dkk., membuat kajian antara Perhutanan sosial dan peluang RA 

dalam kawasan hutan di Sungaitohor, Riau. Dalam temuannya, pemberian 

Hutan Desa dalam skema Perhutanan Sosial kepada masyarakat Sungaitohor 

dan desa-desa lain sangat disayangkan karena seharusnya sebagian dari desa 

itu masuk dalam skema inventarisasi dan verifikasi PPTKH, karena beberapa 

desa masuk dalam kawasan hutan, akan tetapi hal itu terlanjur diberikan 

dengan skema Hutan Desa. Studi di atas menunjukkan skema RA dalam 

kawasan hutan yang memiliki peluang untuk diselesaikan dengan dua cara, PS 

dan Inver PPTKH (Salim, Pinuji, & Utami 2018). Lagi-lagi, sampai akhir kajian, ia 

belum berhasil melihat bagaimana praktik PPTKH dilaksanakan karena pada 

periode tersebut Inver belum dijalankan.  

Studi RA periode Jokowi-JK yang mendapat banyak perhatian para peneliti 

adalah RA pada kawasan hutan atau dikenal dengan Perhutanan Sosial (social 

forestry) dengan skema izin pemanfaatan hutan. Walaupun agenda Perhutanan 

Sosial era Jokowi relatif baru, dikerjakan sejak 2016, namun sebaran kajiannya 

sangat luas, bahkan sangat detil mengurai persoalan-persoalan yang 

meliputinya baik skema, problem, tantangan, pemberdayaan, dan menejemen 

pengelolaan  (Suharjito 2017, Mardhiansyah 2017, Muhsi 2017, Supriyanto, 

Jayawinangun, & Saputro 2017, dan Roy 2018). Hal ini sangat berbeda dengan 

praktik RA di bawah ATR/BPN yang kajiannya sangat terbatas. Studi-studi PS 

dengan lima skema programnya telah menjadi suatu pembahasan yang cukup 

menarik, karena masing-masing program menjadi perhatian banyak pihak, baik 

CSR, NGO, pendampingan, dan penyandang dana. Di Jawa, PS cukup mendapat 

sambutan karena mampu membangun kerja sama dengan penyandang dana. 

Akses modal yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga funding lainnya 

mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Sementara PS di Sumatera 
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berbeda dengan di Jawa, khususnya dalam hal efektifitas pemanfaatannya. Di 

Sumatera PS relatif belum berkembang dan akses modal untuk pengelolaannya 

juga tidak banyak yang menyediakan, begitu juga pendampingannya masih 

terbatas (Salim, Pinuji, Utami 2018).  

Atas penjelasan dan realitas di atas, persoalan RA pelepasan kawasan 

hutan (PPTKH) belum banyak disuarakan orang, bahkan banyak pihak tidak 

peduli pada persoalan utamanya, yakni “apa problem utama RA saat ini dan 

mengapa lamban bahkan disebut “gagal” atau sulit dipraktikkan”. Mayoritas 

kajian di atas belum menyentuh akar persoalan pada tataran praktik dan 

kebijakan RA dalam kawasan hutan baik redis pelepasan kawasan hutan 

maupun proses Inver PPTKH menuju persiapan redis. Hal itu menjadi gap/celah 

untuk kajian ini yang ingin menjelaskan persoalan RA secara komprehensif 

yang fokus pada RA yang di kerjakan di atas lahan kawasan hutan dengan fokus 

lahan 4.1 juta hektar. Tulisan ini tidak semata menjelaskan manejemen 

pegelolaan Inver hingga redisnya, namun menempatkan pada pertanyaan awal 

mengapa RA di ATR/BPN dianggap lambat dan bahkan dikritik banyak pihak 

sebagai “gagal” dilaksanakan khususunya RA pelepasan kawasan hutan. Klaim 

KLHK yang menyudutkan ATR/BPN, di sisi lain ATR/BPN menyatakan hal yang 

sama, lalu dimana letak problem dasarnya? 

Kajian ini ingin menunjukkan persoalan dasarnya agar bisa ditemukan 

solusi penyelesaiannya. Apakah persoalan hubungan kerja-kerja kelembagaan, 

objek, atau SDM dan pengelola yang menjadi hambatan pelaksanaan RA 2014-

2019. Di situlah letak strategisnya kajian ini yang hendak mengusung problem 

solving dalam pelaksanaan RA.  

 

2. Reforma Agraria: Pendekatan Konseptual 

Reforma Agraria menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi-JK dalam 

sembilan agenda prioritas Nawacita, yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia (agenda kelima) dan diaplikasikan dalam kebijakan dengan 

“mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar” 

sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Program tersebut 
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bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki 

tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber 

penghidupan secara layak. 

Perdebatan konsep dan teori Landreform/Reforma Agraria sudah 

dianggap selesai, yang tersisa adalah perdebatan tentang praktik RA dan 

pengalaman yang berbeda-beda pada tiap negara, karena tujuan awal RA adalah 

memperpendek jarak kesenjangan antara satu dengan yang lain dalam konteks 

kepemilikan dan penguasaan tanah. Gunawan Wiradi (2003) menyebut istilah 

Landreform mengandung pengertian sebagai penataan kembali penguasaan 

tanah untuk menghindari ketimpangan. Mirip yang dikatakan Borras 

sebagaimana mengutip Jonathan Fox menyebut Landreform sebagai upaya 

transfer aset/kekayaan dan kekuasaan dari kelompok kaya kepada 

keompok/kelas yang miskin dan tidak memiliki tanah. Masih menurut Boras 

yang mengutip Griffin dkk., Landreform dimaknai sebagai pendistribusian ulang 

“kepemilikan tanah dari pemilik tanah pribadi yang besar kepada petani kecil 

dan pekerja pertanian tak bertanah,” (Borras 2007, 21). Dengan definisi 

tersebut, penataan dimaknai untuk menjaga keseimbangan penguasaan agar 

terhindar dari ketimpangan. Sementara tujuannya untuk menciptakan 

"perubahan" agar dapat menghasilkan peningkatan (kesejahteraan) bagi petani 

dan pekerja pedesaan yang tidak memiliki tanah (Borras 2007, 22).  Sementara 

dari sisi penyelenggara dan perangkat kelembagaan, Landreform selalu 

diinisiasi oleh negara yang secara umum diawali dengan penyiapan semua 

produk hukum/legislasi dan infrastruktur lainnya agar bisa dipraktikkan 

sebagai sebuah kebijakan (Lipton, 2009).  

Dengan penjelasan dan definisi RA di atas, secara substantif Jokowi-JK 

tidak lagi mendefinisikan Reforma Agraria secara “sempit” yakni pengaturan 

kembali atau perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan cara 

meredistribusikan tanah berbasis hak milik (Wiradi 2009), tetapi RA 

ditempatkan sebagai strategi pembangunan Indonesia (Arisaputra 2015). 

Reforma Agraria sebagai upaya menata ulang akses dan status hukum atas 

tanah dan sumber daya alam agar terwujud keadilan dalam penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaat tanah, wilayah, serta sumber daya alam 

(Kastaf 2017, 6-8). Dengan pendefinisian yang luas itu menempatkan RA 
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sebagai suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi 

Indonesia, tidak semata menata ketimpangan kepemilikan, tetapi juga akses. 

Oleh karena itu RA tidak lagi fokus pada redistribusi aset sebagai hak milik, 

namun juga akses pengelolaan dan pemanfaatan dengan skema izin 

pemanfaatan lahan.  

Berangkat dari penjelasan RA di atas yang menjadi agenda strategi 

pembangunan Indonesia, maka RA menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi 

nasional melalui upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, 

penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. RA 

benar-benar ditempatkan sebagai strategi membangun Indonesia dari pinggiran 

dimulai dari daerah dan desa (Kastaf 2017, 6).  

Dalam konteks di atas, cita-cita pelaksanaan Reforma Agraria menyasar 

empat kategori objek/tanah: (i) Tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek 

dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan 

pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah dihaki 

masyarakat namun kepastian hukum nya belum diperoleh penyandang haknya; 

(ii) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk diredistribusikan kepada 

kelompok masyarakat miskin pedesaan; (iii) Hutan negara yang dialokasikan 

untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat dan 

perhutanan sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan sebagainya; dan (iv) Pengelolaan dan 

pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh rumah tangga petani miskin 

secara bersama (Perpres No. 26/2015).  

Sebagai sebuah konsep besar, sasaran Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA) yang dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional jangka 

panjang adalah 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar 

sebagaimana tergambar berikut berserta capaiannya sampai 31 Januari 2019: 
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Gambar 1. Skema Reforma Agraria dalam kerangka kebijakan dan capaian. (Sumber: Diolah dari 

berbagai sumber, RPJMN 2015-2019, KLHK, Menko Perekonomia) 
 

Pada tataran praktik dan kebijakan, Reforma Agraria yang dikembangkan 

terdiri atas: asset reform dan access reform. Asset reform dimaknai sebagai 

hak/izin yang diberikan kepada masyarakat (petani) melalui skema redistribusi 

tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset, baik melalui Kementerian 

ATR/BPN dengan bentuk hak individu dan komunal maupun KLHK dengan izin 

pemanfaatan lahan hutan. Sementara access reform merupakan penyediaan 

input yang berbentuk akses modal, bantuan pengembangan, pendampingan, 

sarana produksi pertanian, dan pemasaran (marketing). Akses reform menjadi 

pekerjaan lintas sektor yang masing-masing pihak dapat mengelola lebih lanjut 

untuk mengembangkan, empowering, dan capasity building bagi 

masyarakat/petani penerima manfaat program. Skema berikut mengambarkan 

tahapan Reforma Agraria secara ideal yang dijalankan oleh kementerian dan 

sektor. 
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Gambar 2. Skema dan tahapan dalam Reforma Agraria (Aset-Akses) 

 
Ada tiga obyek TORA yang dianggap strategis, pertama tanah pelepasan 

kawasan hutan, kedua tanah bekas HGU-tanah terlantar, ketiga tanah hutan 

yang aksesnya diberikan kepada masyarakat dengan skema izin pemanfaatan, 

luasannya mencapai 12.7 juta hektar. Skema ini diatur oleh KLHK dengan basis 

hukum Peraturan Menteri LHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 

tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Meteri LHK No. P 

39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah 

Kerja Perum Perhutani.  

Tanah terlantar juga memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber 

TORA. Tanah terlantar yang terindentifikasi diperkirakan luasannya (0,4 juta 

hektar). Namun ditahun 2017 data tanah yang masuk dalam daftar isian tanah 

terindikasi terlantar yang mampu diinventarisir Kementerian ATR/BPN baru 

mencapai 0,149879. Adapun hingga tahun 2017, data luasan tanah terlantar 

yang dapat ditetapkan sebagai tanah clear and clean oleh kementerian baru 

mencapai 23.795,4 Ha (Kementerian ATR/BPN 2017). Identifikasi tersebut 

merupakan hasil dari penerapan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2010 dan 

Perkaban No. 4 Tahun 2010. Berikut adalah gambaran obyek potensi tanah 

terlantar di Indonesia: 
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Gambar 3. Peta Sebaran Lokasi Potensi Tanah Terlantar.                  

Sumber: Kementerian ATR/BPN 2017. 

 
Berdasarkan gambar peta potensi tanah terlantar dan data dari 

Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa, di Indonesia masih terdapat banyak 

sebaran tanah terlantar yang belum teridentifikasi sehingga belum dapat 

dimanfaatkan/didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui 

redistribusi tanah, cadangan tanah negara, dan kepentingan pembangunan. Dari 

hasil diskusi dengan Direktorat Penertiban Tanah Terlantar dan Direktorat 

Landreform di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017, kelemahan program 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar untuk Tanah Obyek Reforma 

Agraria terletak pada lemahnya ketersediaan data spasial pada obyek tanah 

terlantar yang menggambarkan kondisi eksisting penggunaan tanah, luasan 

tanah terlantar, kondisi geomorfologis sebaran tanah terlantar. Selain itu belum 

ditetapkannya tanah pada kondisi clear dan clean menjadi kendala terkait 

penetapan dan pendayagunaan tanah terlantar. 

 

F. Temuan Data Lapangan  
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Menurut data KLHK, lokasi TORA yang sudah dikeluarkan hampir tersebar 

di seluruh provinsi yang ada kawasan hutannya, kecuali Jawa yang tidak 

tersedia. Sebagai sampel untuk melihat langsung kondisi eksisiting lahan yang 

dilepaskan oleh KLHK, penulis melihat beberapa sampel di Provinsi Sumatera 

Selatan, dimana objek TORA untuk masyarakat sedang dalam proses 

Inventarisasi dan Verifikasi melalui skema PPTKH. Lokasi sampel berdasarkan 

asumsi awal sebagaimana peta lampiran pelapasan kawasan hutan di mana 

Sumsel memiliki langkah yang relatif maju dalam mengerjakan PPTKH-nya, juga 

menejemen pengelolaan dan rencana redistribusinya memiliki progres yang 

cukup signifikan.  

Kajian ini menggunakan dua model penelusuran data lapangan untuk 

menemukenali. Denzin mengajarkan, metode atau strategi mendapatkan data 

lapangan selalu bergatung pada kelihaian peneliti untuk menelusurinya. Hal itu 

karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, 

sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang 

diserahkan kepada peneliti (Denzin & Lincoln 1994). Pertama, menemukan data 

lapangan dan dokumen yang relevan dari berbagai sumber, baik di pusat 

(Jakarta) sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk mengantarkan 

pada penjelasan topik RA dan Perhutanan Sosial serta menejemennya.  

Terkait strategi pertama penulis telah melakukan observasi, wawancara 

dan FGD serta diskusi mendalam dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut 

diantaranya yang paling bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan baik 

di Jakarta maupun Sumatera Selatan. Dari para pelaku ini, penulis mendapatkan 

banyak penjelasan yang komprehensif, terutama dari pihak BPKH di Sumsel 

yang mengelola TORA untuk PPTKH maupun kebijakan yang dilakukan di 

daerah. Dari ATR/BPN baik di Jakarta maupun Sumsel dijelaskan kondisi real 

apa yang sedang dilakukan dan bagaimana tantangannya, begitu juga terkait 

situasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antaraATR/BPN dan KLHK. 

Keduanya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan problem yang 

terjadi. Secara komprehensif, penjelasan kedua lembaga tersebut cukup 

representatif untuk mengambarkan apa yang dikerjakan dan situasi secara 
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nasional tentang agenda RA Indonesia. Dari keduanya pula, penulis memahami 

bagaimana rumitnya problemnya RA pada level bawah, terutama terkait DSM 

yang tersedia untuk melaksanakan agenda besar RA Indonesia yang menjadi 

sorotan publik. 

Strategi kedua yang penulis lakukan adalah dengan memastikan atau uji 

data berdasarkan data spasial atas peta yang dikeluarkan oleh KLHK untuk 

objek TORA di Sumsel. Data keduanya tersedia di dua lembaga, kecuali Peta 

Indikatif yang dikeluarkan pada periode kedua di mana perubahannya tidak 

signifikan, tidak berkurang namun justru bertambah karena jumlah desa dalam 

kawasan hutan yang terekam direvisi, dan beberapa data spasial yang 

digunakan dalam peta lampiran SK No. 3154 sebagai revisi SK No. 180 telah 

berhasil didapatkan di Sumatera Selatan. Penulis juga memanfaatkan citra 

Penginderaan Jauh dengan mendownload dari citra google earth dan dari citra 

Landsat 8 yang bisa didapat secara bebas. Data calon penerima redis terkait 

calon penerima dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan melalui 

survei dan wawancara langsung terhadap penduduk dan aparat desa/aparat 

pemerintah lainnya.  

Khusus terkait temuan data spasial, analisis dilakukan dengan software 

Arc Gis dan untuk pengolahan data citra dengan bantuan software ENVI. 

Pemanfaatan citra digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting 

terhadap keberadaan TORA. Beberapa hal lain yang dapat dimanfaatkan dari 

Citra Penginderaan Jauh diantaranya untuk menjawab beberapa persoalan 

terkait alokasi dan lokasi TORA: 

1. Mengetahui kondisi eksisting penggunaan tanah TORA secara kasar 

kemudian dibandingkan dengan temuan data lapangan dengan pengambil 

kebijakan dan masyarakat tempatan; 

2. Menggambarkan morfologi dan geomorfologi TORA agar dapat diklasifikasi 

Tora yang dapat diredistribusikan dan yang tidak dapat diredistribusikan 

(yang tidak dapat diredistribusikan diantaranya adalah TORA dengan kondisi 

morfologi berbukit terjal ataupun jurang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh 
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masyarakat) ataupun lokasi TORA yang tidak dapat diakses oleh jalan 

ataupun sarana lainnya; 

3. Mengetahui aksesibilitas dan sarana prasarana yang memungkinkan untuk 

menjangkau TORA.   

Data hasil interpretasi dan analisis citra penginderaan jauh selanjutnya 

dijadikan basis data spasial yang terdiri dari data layer: 

a. Penggunaan tanah eksisting;  

b. Kondisi geomorfologis/morfologi TORA yang diklasifikasikan menjadi 2 

yaitu: yang meungkinkan untuk diolah sebagai lahan pertanian dan tidak 

dapat dimanfaatkan untuk pertanian. 

 

G. Isi Buku   

Buku ini terdiri atas lima bab yang masing-masing pembahasan saling 

terkait. Struktur buku saling terkait antarbab, dari bab satu hingga penutup 

yang fokus pada kebijakan dan praktik RA di Indonesia dengan perspektif 

makro. Namun demikian masing-masing bab bisa dibaca secara mandiri, sebab 

setiap bab berisi penjelasan yang tuntas. Bab pertama berbicara tentang 

banckground dan argumen penjelas kebijakan RA di Indonesia dan kajian 

literature review serta konsep dan teori RA pada periode awal hingga periode 

sekarang. Pada bab kedua berbicara perjalanan kebijakan RA secara 

kelembagaan dari periode awal Sukarno hingga Jokowi beserta argumen 

pelaksanaan RA. Bagian ini menjelaskan bagaimana RA dijalankan pada tiap-

tiap periode sesuai rezim yang berkuasa. Penjelasan pada bagian ini 

menunjukkan bagaimana RA masuk pada tiap rezim dan bagaimana rezim 

menafsirkan RA sesuai semangat kekuasaannya. Bab tiga membahas persoalan 

RA periode Jokowi-JK, tantangan dan kendala yang dihadapi. Pada bab ini juga 

dibahas bagaimana praktik kebijakan RA saat ini yang mengalami perluasan 

dari mulai redistribusi dengan skema hak milik maupun Perhutanan Sosial 

dengan skema izin pemanfaatan lahan. Bab tiga juga secara khusus membahas 

RA dengan skema PPTKH, dimana lahan-lahan masyarakat akan diselesaikan 

dengan skema tersebut, juga tentang kebijakan RA Jokowi-JK dengan obyek 
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TORA kawasan hutan maupun non hutan. Pada bab empat objek kajian 

diturunkan pada level basis wilayah kajian dengan menempatkan Sumatera 

Selatan sebagai basis studi. Inti persoalannya adalah RA pada level regional 

dalam praktik dan kebijakan. Pada bab lima adalah penutup, merupakan bagian 

dari statemen point yang akan menjawab secara ringkas problem dan tujuan 

dari kajian ini. 
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Bab IV 
PENUTUP 

 

 

Era Presiden Joko Widodo mencoba mendefinisikan Reforma Agraria 

secara lebih luas dari sekedar pengaturan kembali atau perombakan struktur 

penguasaan tanah dengan skema Redistribusi yang diniatkan dengan 

seperangkat legislasi (Lipton 2009), tetapi jauh lebih dari itu ingin menujukkan 

bahwa Reforma Agraria bisa dikerjakan secara lebih luas dengan tujuan 

mensejahterakan masyarakat. Cita-citanya tidak berhenti pada tataran konsep, 

tetapi harus sampai pada bagaimana lembaga dibangun agar efektif dan mampu 

menjalankan skema RA yang direncanakan, efektif dilaksanakan, dan mampu 

menyentuh langsung persoalan dasar masyarakat, yakni eknomi masyarakat 

berbasis tanah. 

Sejak ditetapkan dalam Nawacita sebagai janji presiden dalam 

kampanyenya menjelang pemilihan presiden, semboyan negara hadir dan 

pembangunan dari pinggir atau lebih tepatnya menempatkan desa sebagai basis 

pembangunan ekonomi, RA kembali menguat sebagai isu yang mampu 

dinetralisir dengan resiko-resiko tuduhan kiri. Dalam banyak hal, pembangunan 

desa digerakkan dengan semua kekuatan termasuk militer yang kembali 

dilibatkan dalam pembangunan pertanian dan pangan. Isu RA sebagai gerakan 

kiri berhasil dinetralisir, dan itu menguntungkan rezim ini karena skema RA 

bisa dibangun dengan berbagai model. 

Harus diakui, ada banyak kemajuan rezim ini dalam menempatkan RA 

sebagai konsep ekonomi pembangunan. Kelemahannya sudah pasti era pasar 

tidak mampu lagi negara mengontrol secara ketat bagaimana pasar bekerja 

dalam dunia modern, khususnya dalam pembangunan agraria. Tampak dengan 

jelas konsep de Soto masuk ke dalam konsep pembangunan Indonesia yang 

dimulai dari desa. Akses dan aset diperkuat, land titling diperkuat dengan 

tujuan menciptakan pasar dan modal secara bersamaan. Hal itu satu sisi 

menjadi daya tarik, namun disisi lain menjadi ancaman yang cukup signifikan, 

karena menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar. 
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Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan melakukan keterbukaan pasar tanah dan 

menciptakan iklim investasi yang sehat dan mudah. Pembangunan infrastruktur 

secara masif di berbagai belahan Indonesia membuka kesempatan banyak pihak 

untuk melirik Indonesia dan membangun Indonesia. Untuk menuju kearah 

tersebut tidak saja diciptakan infrastruktur fisik dalam pembangunannya, tetapi 

juga infrastruktur yang akan mengantarkan Indonesia mejadi pasar terbuka 

bagi siapa saja. Dalam konteks persoalan tanah, land titling dengan mengusung 

tema PTSL menjadi isu yang sangat krusial dalam membangun basis data untuk 

keterbukaan penguasaan tanah dan pasar. RA didekati dengan konsep ekonomi 

dan membuka kemungkinan pasar terlibat secara aktif untuk masuk kedalam 

ekonomi keluarga.  

Lahirnya Perpress No. 88/2017 yang memberikan fasilitas bagi masyarkat 

untuk mengusulkan tanahnya menjadi pendanda bahwa tanah harus diberi title 

secara jelas dan aman bagi pemiliknya, dan itu menunjukkan keberpihakan 

kepada masyarakat kecil sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk masuk 

pasar secara terbuka. Masyarakat diberikan kebebasan pilihan dengan tanpa 

negara ikut campur bagaimana mengatur tanahnya sekaligus membelanjakan 

tanahnya. Ekonomi pasar yang terbuka menjadi kunci apa yang dikerjakan 

negara tampak elegan dan berpihak sekaligus menjawab “negara hadir” dalam 9 

Nawacita pemerintah.  

Penyiapan infrastruktur (hukum dan perundang-undangan) tidak hanya 

tanah-tanah yang paling “terdalam”, yakni di sekitar hutan, tetapi juga 

perangkat lain bernama Perpres RA No. 86/2018. Perpres ini satu sisi ditunggu 

banyak pihak sebagai basis untuk menata persoalan tanah dan mengurangi 

ketimpangan, namun juga sekaligus membuka pasar seluas mungkin untuk 

masyarakat membagun ekonominya, membiarkan masyarakat mengenal pasar 

secara dekat. Itulah politik ekonomi Presiden Jokowi dalam membangun dan 

mendudukkan persoalan agraria secara lebih dekat, negara hadir dan 

membangun dari desa. Presiden bercita-cita mewujudkan itu, terlepas dari 

banyak kritik karena ke depan kontrol negara terhadap tanah-tanah masyarakat 

semakin melemah. 
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Saat ini, peran sentral persoalan RA ada di tangan Menteri Perekonomian, 

sehingga nampak dengan jelas ideologi yang ingin dibangun bahwa RA adalah 

persoalan ekonomi, RA persoalan pembangunan ekonomi masyarakat, 

pembangunan kemandirian ekonomi warga skeligus RA adalah membangun 

basis ekonomi warga agar tercipta kemandirian dan kekuatan ekonomi desa. 

Cita-cita itu wajar dan sah sebagai pilihan kebijakan, karena Indonesia berkali-

kali mencoba membangun ekonomi berbasis tanah selalu gagal, dan pilihan saat 

ini belum terbukti apakah tetap jalan ditempat atau akan segera menghasilkan 

hasil nyata. Setidaknya itulah yang dibayangkan oleh Jokowi bagaimana 

membayangkan masyarakat desa berkembang dan ekonominya bertumbuh. 

Semua perangkat diciptakan dan semua infrastruktur diberikan agar mimpi 

warga menjadi mandiri dan kuat secara ekonomi bisa diwujudkan. Negara 

membyanagkan berfungsi sebagai fasilitator dalam mengantarkan 

masyarakatnya untuk mandiri. 

Berbagai program yang diikutkan dengan basis tanah epicentrumnya ada 

di desa dan tampak di spot tertentu menggeliat, utamanya program legalisasi 

aset dan Perhutanan Sosial. Skema ini marak dijalankan dalam dua tahun 

terkahir dan klaim negara menunjukkan bahwa ekonomi warga bergerak akibat 

program-program itu berjalan dengan baik. 

Jadi inti dari program strategis RA adalah munculnya semangat 

pembangunan ekonomi berbasis tanah di pedesaan yang secara sadar 

diciptakan oleh rezim Jokowi-JK dengan cita-cita membangun kesejahteraan. 

Lahirnya beberapa peraturan yang multi tafsir dalam praktik di bawah, sangat 

mungkin terjadi karena tafsir yang berbeda sekaligus kepentingan yang berbeda 

pula. Sejauh ini hal itu belum terpecahkan bagaimana ATR/BPN berbeda 

pendapat tentang pelepasan objek TORA dari kawasan hutan. kegiatan inver 

yang bertabrakan objek dianggap sebagai suatu yang tidak prodktif, 

seharusnyajustru menyepakati beberapa hal yang seharusnya dikerjakan secara 

bersama-sama. Sumatera selatan memang tidak sempurna, tetapi menunjukkan 

i’tikad baik itu dengan melibatkan secara bersama dalam menyelesaikan 

persoalan. Tentu tidak ada yang bisa ideal didalam situasi yang serba terbatas, 

namun ada usaha untuk bersama-sama menyelesaikannya. 
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